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Prakata

uji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Hyang

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas

perkenan-Nya maka monograf yang berjudul “Policy
Framework Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana
Berbasis Digital (“DEWATA”)” dapat diselesaikan pada wak-
tunya.

Monograf ini merupakan salah satu luaran penelitian
dari kegiatan Ideathon 2021: Bali Kembali yang diseleng-
garakan atas kerja sama antara BNPB RI dan kemedik-
budristek RI. Oleh karena itu, tim penulis mengucapkan
terima kasih kepada BNPB dan kemedikbudristek yang telah
memfasilitasi kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan
monograf ini. Tim penulis juga menyampaikan terima kasih
kepada prajuru dan krama Desa Adat Tegallinggah yang
merupakan mitra kegiatan dan berpartisipasi aktif selama
kegiatan penelitian.

Monograf ini menyajikan tinjauan hukum dan potential
policy framework yang berbasis multi kriteria dan multi
policy. Beberapa kebijakan yang dikaji meliputi kebijakan
pengembangan desa adat sebagai: desa wisata, desa tangguh
bencana, desa digital, dan integrasi “DEWATA”. Output yang
disajikan sebagai hasil analisis adalah potential policy frame-
work.




Kami menyadari bahwa dalam monograf ini masih
terdapat kekurangan, sehingga sangat diharapkan saran dan
masukan dalam rangka penyempurnaan monograf ini.
Akhirnya, besar harapan kami agar monograf ini dapat
bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam
upaya pengembangan pembangunan perdesaan, khususnya
Desa Adat di Bali.

Denpasar, Oktober 2021

Tim penulis
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RINGKASAN PENELITIAN

Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Bali ter-
konstraksi sangat dalam karena adanya pembatasan kegia-
tan masyarakat, termasuk bidang pariwisata Adanya penu-
runan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali membuat
pemerintah maupun pelaku pariwisata mulai melirik pangsa
pasar wisatawan domestik. Pemerintah menilai Bali sebagai
daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran
Desa Adat, sehingga pengembangan wisata dapat sejalan de-
ngan konsep desa tangguh bencana melalui Desa Adat (Man-
dira dan Yudha, 2021). Selain itu, diperlukan sentuhan ino-
vasi digital dalam pengembangan konsep desa wisata (e-
tourism), untuk membuat calon wisatawan tertarik serta
menjadi pembeda dengan wisata sejenis lainnya, apalagi de-
sa wisata di Bali yang menafaatkan digitalisasi masih minim
(Nirmala dan Lavianto, 2019). Sehingga tujuan penelitian ini
yaitu menyusun policy framework yang holistik untuk pe-
ngembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana
berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting.

Perpaduan antara konsep desa wisata, desa tangguh
bencana, serta desa digital akan menjadi ideal untuk pem-
berdayaan masyarakat Bali, khususnya melalui bingkai Desa
Adat. Roadmap penelitian ini juga telah disusun secara ber-
kelanjutan dehingga dapat dijadikan role model “DEWATA”
lain di Bali. Ketua maupun anggota pengusul telah memiliki
rekam jejak dalam melakukan penelitian dibidang desa wi-
sata, IT, pemberdayaan masyarakat, serta analisis kebijakan
publik. Selain itu, tim pengusul juga berpengalaman dalam




menyusun kajian akademik yang dijadikan dasar penyusun-
an peraturan daerah di Provinsi Bali, seperti penyusunan
naskah akademik Ranperda Provinsi Bali tentang Labda
Pacingkreman Desa Adat (Lembaga Perkreditan Desa) dan
Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (sejenis BUMDes untuk
Desa Adat).

Metode penelitian ini menggunakan metode pember-
dayaan masyarakat maupun pendekatan analisis kebijakan.
Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode RRA
(Rapid Rural Appraisal) maupun PRA (Participatory Rural
Appraisal). Analisis kebijakan publik yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif dengan
alat analisis MULTIPOL (multi policy-multi criteria) untuk
menghasilkan potential policy path. Untuk mendukung meto-
de analisis tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui
FGD, kuesioner, dan wawancara.

Desa Adat memilki kewenangan berskala lokal dalam
pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai
adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pa-
da padruwen desa adat yang dalam pelaksanaanya melibat-
kan peran serta masyarakat desa adat setempat. Terdapat
empat kebijakan yang ditentukan dalam pengembangan de-
sa wisata tangguh bencana berbasis digital (DEWATA), yaitu
kebijakan desa wisata, desa tangguh bencana, desa digital,
dan integrasi “DEWATA”. Potential policy framework yang di-
susun berdasarkan output analisis MULTIPOL menunjukkan
bahwa pada kebijakan desa tangguh bencana, di mana prog-
ram pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan;
penataan obyek/daya tarik wisata; dan peningkatan penge-
tahuan masyarakat dalam mitigasi bencana yang diunggul-
kan. Selanjutnya pada kebijakan integrasi “DEWATA”, prog-
ram yang diunggulkan berturut-turut adalah penataan ob-
yek/daya tarik wisata; pembangunan dan penguatan infras-
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truktur perdesaan; serta peningkatan skill masyarakat da-
lam bidang pariwisata. Sedangkan program penataan ob-
yek/daya tarik wisata; peningkatan skill masyarakat dalam
bidang pariwisata; serta pembangunan dan penguatan infra-
struktur perdesaan unggul pada kebijakan desa wisata. Ada-
pun program yang unggul pada kebijakan desa digital adalah
pengembangan dan peningkatan jaringan informasi; pening-
katan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta pena-
taan obyek/daya tarik wisata.

Bagi pemerintah disarankan untuk dapat merancang
program pengembangan “DEWATA” khususnya bagi Desa
Adat di Bali. Pendekatan program berbasis desa adat sangat
berpeluang untuk sukses diimplementasikan di Provinsi Bali
mengingat karakter masyarakat Bali yang aktivitasnya da-
lam berbagai sendi kehidupan masih lekat dengan unsur
adat. Bagi Desa Adat di Bali dapat makin mengoptimalkan
identifikasi serta pengembangan pemanfaatan padruwen
serta potensi Desa Adat, seperti dalam hal pariwisata. Selain
itu, penggunaan APBDesa Adat dapat diarahkan (refocusing
dan realocating) tidak hanya untuk kegiatan adat dan agama,
tetapi juga kegiatan pemberdayaan untuk pemajuan Desa
Adat serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat/krama
desa adat. Sebagai bentuk implementasi, diperlukan pene-
litian untuk tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan
sosialisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infra-
struktur digital. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan un-
tuk menganalisis kemungkinan penerapan keempat kebijak-
an yang telah dibahas pada penelitian ini. Salah satu contoh
bentuk analisis yang dapat dilakukan adalah melalui teknik
analisis SMIC-Prob.

Kata kunci: desa wisata, desa tangguh bencana, desa digital,
framework desa, strategi pengembangan.
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Il‘PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Untuk mencegah penyebaran virus Corona, pemerintah
menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di ru-
mabh (stay at home), baik bekerja, belajar, maupun beribadah.
Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan serta
mengurangi bepergian, termasuk travelling. Hal itu mengaki-
batkan tempat-tempat umum maupun tempat tujuan wisata
menjadi sepi dan banyak yang tidak beroperasi (Wijaya dan
Suasih, 2020). Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bali, di
mana mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penu-
runan bila dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-
19 (Gambar 1).

Bali

-66% dibandingkan dasar pengukuran -41% dibandingkan dasar pengukuran  +11% dibandingkan dasar pengukuran

Gambar 1. Perubahan Mobilitas Masyarakat di Provinsi Bali
(per 9 Maret 2021)
(Sumber: Google Mobility Report (2021))




Provinsi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai
motor penggerak ekonomi tentu sangat terdampak akibat
pandemi COVID-19. Tenaga kerja sektor pariwisata di Bali
kehilangan pekerjaan atau beralih profesi, seperti gambar 2
yang menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan jumlah
tenaga kerja sektor penyediaan akomodasi dan makan mi-
num. Ada juga yang memutuskan untuk kembali ke desa, se-
hingga ada peningkatan peningkatan pertumbuhan jumlah
tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

80
W Agustus 2019 W Agustus 2020 63.98

60
40

17.84
20 1.37

I 3.48 2.1 3.09 0.72 .
-0.17 -1.85 £ 9
20 845 -

0 -27.88

Pertanian, Industri Konstruksi Perdagangan Penyediaan Informasidan
Kehutanan, Pengolahan Akomodasi  Komunikasi
dan Perikanan dan Makan
Minum

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama
di Provinsi Bali per November 2020
(Sumber: Google Mobility Report (2021))

Ekonomi Provinsi Bali sejak triwulan pertama 2020 te-
rus mengalami kontraksi, dan pada akhir tahun 2020 terca-
tat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah
di Indonesia (BPS Provinsi Bali, 2021). Meski begitu, sebagai
daerah yang didukung oleh industri pariwisata, lapangan
usaha dibidang penyediaan akomodasi dan makan minum
tercatat sebagai lapangan usaha yang memberikan kontri-
busi terbesar terhadap PDRB Bali (17,56%). Hal itu menun-
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jukkan bahwa peran sektor pariwisata masih dominan, mes-
kipun saat ini didominasi wisatawan domestik. Jumlah keda-
tangan wisatawan mancanegara pada triwulan IV tahun
2020 tercatat hanya 266 kunjungan, atau menurun 99,98%
(v ony) (BPS Provinsi Bali, 2021).

Adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanega-
ra ke Bali membuat pemerintah maupun pelaku pariwisata
mulai melirik wisatawan domestik. Mengingat adanya tena-
ga kerja sektor pariwisata yang kembali ke desa, maka pe-
ngembangan desa wisata melalui partisipasi masyarakat se-
tempat sangat potensial untuk dikembangkan. Desa merupa-
kan teritori yang lekat dengan adanya kesamaan budaya,
serta control yang relatif lebih mudah, sehingga penerapan
pariwisata berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Envi-
ronment) bisa diterapkan.

Desa Adat Tegallinggah merupakan salah satu desa
adat di Bali yang mengembangkan wisata perdesaan, namun
telah memiliki obyek serta sarana penunjang yang memadai.
Seperti adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallinggah
(Gambar 3). Selain itu, terdapat beberapa villa maupun
homestay dan ragam atraksi kesenian inovatif yang dikem-
bangkan masyarakat setempat (Gambar 4).

Gambar 3. Obyek Wisata di Desa Adat Tegallinggah

Pendahuluan -




Gambar 4. Fasiltias Penunjang Wisata
dan Atraksi Kesenian di Desa Adat Tegallinggah

Pemerintah menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam
penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat, sehingga
pengembangan wisata dapat sejalan dengan konsep desa
tangguh bencana melalui Desa Adat (Mandira dan Yudha,
2021). Selain itu, diperlukan sentuhan inovasi digital dalam
pengembangan konsep desa wisata (e-tourism), untuk mem-
buat calon wisatawan tertarik serta menjadi pembeda de-
ngan wisata sejenis lainnya, apalagi desa wisata di Bali yang
menafaatkan digitalisasi masih minim (Nirmala dan Lavi-
anto, 2019). Sehingga diperlukan suatu kajian untuk dapat
menghasilkan output policy framework yang holistik untuk
pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh ben-
cana berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang
ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan da-
lam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan ma-
syarakat untuk mewujudkan ksejahteraan masyarakat. Po-
tensi wisata yang lokasinya berada di desa adat perlu terus
ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwi-
sata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu,
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potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina,
dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait de-
ngan permasalahan pengembangan desa adat sebagai desa
wisata tangguh bencana berbasis digital:

1. Fenomena yang muncul bahwa dalam pengelolaan obyek
wisata oleh desa adat, termasuk Kerjasama dengan Peme-
rintah Kabupaten Gianyar belum ada pedoman pedoman
tentang kebijakan di Desa Adat Tegallinggah terkait hal
tersebut.

2. Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Adat Tegallinggah
belum diidentifikasi serta dikelola secara optimal dan
profesional.

3. Untuk dapat beradaptasi dalam era new normal dan ber-
dampingan dengan COVID-19, Desa Adat belum mengatur
secara spesifik terkait bidang pariwisata.

4. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam kegiatan masya-
rakat adat, termasuk dalam pengelolaan kegiatan wisata
di Desa Adat Tegallinggah.

Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan yang
akan dibahas melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tinjauan hukum dalam pengembangan
Desa Adatsebagai desa wisata tangguh bencana berbasis
digital?

2. Program-program apakah yang direkomendasikan dalam
pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh
bencana berbasis digital?

3. Bagaimanakah potential policy framework dalam pengem-
bangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana
berbasis digital?

Keseluruhan rumusan masalah tersebut dibahas berdasar-

kan atas data pada lokus penelitian, yaitu Desa Adat Tegal-

linggah, Kabupaten Gianyar.
Pendahuluan n




C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian di atas, ma-

ka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari pene-

litian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum dalam pengembang-
an Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana ber-
basis digital.

2. Untuk mengidentifikasi program-program yang direko-
mendasikan dalam pengembangan Desa Adat sebagai de-
sa wisata tangguh bencana berbasis digital.

3. Untuk Menyusun potential policy framework dalam pe-
ngembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh ben-
cana berbasis digital.

Keseluruhan rumusan masalah tersebut dibahas ber-
dasarkan atas data pada lokus penelitian, yaitu Desa Adat

Tegallinggah, Kabupaten Gianyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pene-

litian ini dibedakan atas manfaat praktis dan manfaat teo-

retis.

1) Manfaat praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi referensi dalam pengembangan Desa Adat
di Bali, khususnya terkait pariwisata pedesaan pada era
new normal.

2) Manfaat teoretis, yaitu dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan, terutama mengenai pemberdayaan masya-
rakat serta tinjauan desa adat.
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n‘TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepariwisataan
1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang di-
laksanakan dengan maksud untuk mempercepat partum-
buhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja,
menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah
kepada paras-paras pendatang, yang pada akhirnya me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
dan desa, melalui penjualan produk wisata yang dipro-
duksi oleh masyarakat. Pariwisata adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan
objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan
bidang tersebut (UU Nomor 9 Tahun 1990). Dalam prak-
tiknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu
senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk
salah satu bagian aktivitas rekreasi. Rekreasi diartikan se-
bagai suatu aktivitas secara sadar dilakukan dalam waktu
senggang yang memberi pengaruh bagi kondisi atau daya
kreatif serta dilakukan dengan keinginan sendiri tidak ka-
rena paksaan dari pihak lain (Santoso, 2002).

Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa terda-
pat beberapa faktor yang terkandung dalam kepariwi-
sataan, yaitu;

a. perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
b. perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain-

nya.




perjalanannya harus dikaitkan dengan pertamasyaan
atau rekreasi.
orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak men-
cari nafkah di tempat yang dikunjungi semata-mata ha-
nya sebagai konsumen.

Beberapa konsep kepariwisataan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun1990 tentang Kepariwisataan di-
sebutkan sebagai berikut:

a.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari
kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wi-
sata.

. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan

wisata.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya
tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhu-
bungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan un-

tuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyedia-
kan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata,
usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang
menjadi sasaran wisata.

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas ter-
tentu yang dibangun atau disediakan untuk memenubhi
kebutuhan pariwisata.
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2. Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan

untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk

atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang

berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari

orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga

dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai

dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibe-

dakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni;

a. Pariwisata Pendidikan
Kepuasan yang diperoleh dari jenis kegiatan pariwi-
sata pendidikan lebih bersifat wisata rombongan be-
rupa studi tour, studi banding atau yang lainnya. Wisa-
ta pendidikan mempunyai tujuan untuk menunjukan,
mengenalkan atau melihat variasi objek, kehidupan se-
perti dalam usaha mengenal kehidupan alam, tumbuh-
tumbuhan dan lainnya.

b. Pariwisata Olahraga
Melakukan pertandingan olahraga atau bermain sen-
diri, dengan keluarga seperti bermain tennis di daerah
pegunungan yang sejuk, kegiatan ini sekaligus terma-
suk pada kegiatan wisata. Kepuasan dan kenikmatan
yang didapat adalah karena kegiatan olahraga dan ka-
rena tujuan berkunjung ke daerah objek wisata adalah
untuk berolahraga, maka kegiatan wisata ini tergolong
pada jenis pariwisata olah raga.

c. Pariwisata Kebudayaan
Pariwisata kebudayaan merupakan kegiatan wisata de-
ngan mengunjungi tempat atau daerah-daerah yang
memiliki kebudayaan yang diinginkan. Kebudayaan da-
pat berupa kesenian daerah, adat istiadat masyarakat
tertentu atau suatu bangunan museum. Objek ini me-
rupakan karya seni dan budaya yang dapat diberikan
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kepada orang lain dan dapat memberikan rasa senang
dan rasa puas.

d. Pariwisata Kesehatan
Pariwisata merupakan konsumsi penting bagi orang-
orang yang waktunya banyak terserap dalam pekerj-
aannya, sehingga rekreasi dapat membuat kesegaran
jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan pariwisata
dapat memberikan kenyamanan karena hiburan dapat
menumbuhkan vitalitas kehidupan yang akan sangat
berpengaruh bagi kesehatan, khususnya kesehatan ro-
hani. Pariwisata sebagai obat untuk menghilangkan te-
kanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rutinitas
kegiatan.

e. Pariwisata Ekonomi
Melakukan pariwisata atau rekreasi dikerjakan pada
saat atau suasana yang sangat memungkinkan, artinya
tidak sedang terkait oleh suatu pekerjaan, sehingga
dalam bahasa pariwisata kegiatan pariwisata dilaku-
kan pada waktu senggang.

f. Pariwisata Sosial
Satu jenis pariwisata lain yang bersifat sosial seolah-
olah tidak mempunyai kaitan dengan tujuan pariwisata
secara umum. Namun sebenarnya kegiatan-kegiatan
pariwisata sendiri mempunyai tujuan yang tersembu-
nyi. Daerah atau objek wisata merupakan tempat ber-
kumpulnya orang banyak yang mempunyai latar bela-
kang sosial budaya berbeda dan yang mempunyai tu-
juan wisata yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pe-
ngunjung objek wisata dituntut dapat menghargai dan
menghormati hak atau karya orang lain. Hal ini men-
cerminkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pe-
ngertian kepada masyarakat agar dapat mentaati atur-
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an dan larangan yang ditentukan oleh pengelola objek
wisata (Sujali, 1989).

3. Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan

untuk rekreasi dan wisata yang terbagi ke dalam tiga

kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan

relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi

ke dalam klasifikasi sebagai berikut.

a. Menemui Keluargadan Teman (visiting friends and
relation)
Termasuk di dalamnya adalah pulang kampung atau
mudik. Perjalanan ini menjadi salah satu sumber peng-
hasilan devisa dari kegiatan penduduknya di luar ne-
geri.

b. Urusan Bisnis dan Dinas
Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu
komponen penting dan mampu menghasilkan pema-
sukan yang besar. Termasuk dalam jenis perjalanan ini
adalah perjalanan untuk rapat, perjalanan insentif,
konvensi, konperensi, dan eksibisi atau eksposisi yang
dikenal sebagai MICE Industry (Meeting, Incentive,
Conference, and Exhibitions).

c. Ziarah
Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu mo-
tivasi melakukan perjalanan wisata yang memiliki ke-
mampuan yang besar dalam memperbesar penerimaan
dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tertentu.
Bila di Bali dikenal juga istilah Tirta Yatra dan Dharma
Yatra yang merupakan perjalanan ke sumber mata air
suci dan ke pura-pura.
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d. Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru
Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebaha-
giaan batin dengan melihat dan menikmati hal-hal baru
yang tidak ditemui di tempat tinggalnya.

e. Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan Adat
[stiadat Masyarakat Lain
Pergi ke kota-kota besar dunia melihat bagaimana me-
reka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat
merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indo-
nesia. Pihak orang asing merasa tertarik untuk melihat
bagaimana masyarakat desa kita hidup.

f. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang
Bagi Sebagian kecil warga keturunan, pergi berwisata
ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat
untuk mempelajari tempat asal usul mereka dan ba-
gaimana nenek moyang mereka hidup pada masa lalu.

g. Melakukan Hal-hal yang Tidak Dapat Dilakukan di
Tempat Kediaman.
Bagi beberapa orang Indonesia menggemari permain-
an ski, pergi ke St. Moritz atau Colorado merupakan
keharusan karena kegiatan tersebut tidak dapat secara
leluasa dilakukan ditanah air.

h. Beristirahat dan Relaks
Pergi berakhir pekan disuatu tempat yang berbeda
dari tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu
motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan
istirahat dan relaks dari rutinitas yang mereka hadapi
sehari-hari.

i. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga
Pergi ke tempat tempat seperti air panas untuk me-
nyehatkan diri dari penyakit tertentu merupakan salah
satu motivasi manusia untuk meningkatkan Kesehatan
jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya adalah pergi ke
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tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk mening-
katkan kesehatan jiwa (Makalam,1996).

4. Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara
khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasi-
litas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisata-
wan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti pe-
nyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun peroleh-
an atau peningkatan pendapatan.

Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja
ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus mem-
perhatikan pada fasilitas pendukungnya. Untuk memuas-
kan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima
unsur yang bergantung yaitu atraksi (attraction), fasilitas
(facilities), atau pelayanan, infrastruktur (infrastucture),
transpotasi (transportation), akomodasi (accommoda-
tion).

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antara
lain:

a. Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan
wisatawan datang, yang kedatangannya mungkin ada-
nya transportasi, akomodasi, dan lain-lain memudah-
kan berlangsungnya perjalanan wisata yang sengaja
dibangun, kemudian orang tertarik juga untuk melaku-
kan kegiatan wisata yang lainnya.

b. Transportasi; perkembangan transportasi berpenga-
ruh atas arus wisatawan dan perkembangan akomo-
dasi, fleksibilitas arah perjalanan dalam objek wisata.

c. Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap dapat
dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan
umum (hotel, tempat pondokan,tempat berkemah ma-
sa liburan) dan yang diadakan khusus perorangan un-
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tuk menampung atau menginap keluarga dan perkum-
pulan terbatas. Dalam perkembangannya macam-ma-
cam akomodasi berubah menjadi lebih fleksibel baik
dalam bentuk maupun pengelolaannya.

d. Fasilitas dan Pelayanan; penyediaan fasilitas dan pela-
yanan makin berkembang dan bervariasi sejalan de-
ngan arus wisatawan. Pelayanan jasa untuk kenyaman-
an dan jasa penjualan barang mewah.

e. Infrastruktur; Infrastruktur menjadi andalan utama da-
lam bidang kepariwisataan. Infrastruktur yang mema-
dai diperlukan untuk mendukung jasa pelayan dan
fasilitas pendukung bagi objek wisata. Dalam pengem-
bangan pariwisata. Pembagunan infrastruktur secara
tidak langsung juga memberi manfaat (dapat diguna-
kan) bagi penduduk setempat di samping mendukung
pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak
saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan,
pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan sa-
luran air minum, penerangan listrik dan juga pem-
buangan saluran air limbah (Santoso, 2002).

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi;

a. industri Desa Wisata;

b. objek Desa Wisata;

c. pemasaran Desa Wisata; dan

d. kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata
pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya pro-
duk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pe-
ngembangan industri wisata dilakukan melalui pember-
dayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan po-
tensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kera-
jinan tangan sebagai cindera mata, kuliner dan industri
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wisata. Pengembangan obyek wisata pada desa wisata
dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan
terhadap destinasi wisata melalui penyediaan parasarana
dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti;
prasaana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana un-
tuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran
Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan
untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisata-
wan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang
keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kon-
disi, dan atraksi wisatanya. Kelembagaan desa wisata me-
rupakan komponen yang sangat menentukan dalam pe-
nyelenggaraan desa wisata, karena stakeholders dan ins-
titusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan de-
sa wisata.

B. Wisata Perdesaan dan Desa Wisata
Terkait dengan pengembangan wisata perdesaan terdapat
dua konsep, yaitu wisata pedesaan (village tourism) dan
desa wisata (tourism village). Wisata perdesaan adalah kegi-
atan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di des-
tinasi wisata di desa dengan kegiatan wisata yang tidak ter-
fokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya. Menurut Hadi-
wijoyo (2012), desa wisata merupakan kawasan pedesaan
yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencermin-
kan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi,
sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur
bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan
ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi un-
tuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan
seperti atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebu-
tuhan wisata lainnya. Dari dua konsep tersebut perbedaaan-

Tinjauan Pustaka n




nya tampak jelas, yakni adanya pengalaman berinteraksi
langsung dengan masyarakat dan sumber daya di desa.

Pengertian singkat mengenai desa wisata disebutkan
pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
KM18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasi-
onal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.
Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi,
akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam su-
atu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan
tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata ternyata me-
miliki peran yang sangat penting untuk mengurangi beban
berat kota akibat urbanisasi. Namun, dalam pembentuk-
annya diperlukan perencanaan yang matang karena me-
nyangkut banyak aspek.

Konsep desa wisata merupakan konsep yang dianggap
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Desa wisata dibentuk, selain untuk menurun-
kan tingkat urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, serta
memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat.
Pengelolaan desa wisata menganut sistem sharing profit
yang sangat bertolak belakang dengan sistem business orien-
ted. Maka tolok ukur keberhasilan desa wisata bukan hanya
pada peningkatan pendapatan, tetapi partisipasi masyarakat
untuk mendapat kesejahteraan. Dalam desa wisata berbagai
pihak mendapatkan manfaat sekaligus membuat desa tetap
lestari. Beberapa kriteria harus dipenuhi untuk menjadi desa
wisata. Kriteria tersebut di antaranya adalah kegiatan pari-
wisata harus berbasis pada sumber daya pedesaan, yang
mengakomodir segala potensi desa untuk mendukung kegia-
tan pariwisata. Sedikitnya terdapat sepuluh aset dan potensi
desa untuk tujuan tersebut, yakni sumber daya manusia,
komoditas pertanian, sumber daya alam, kelembagaan, aset
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sosial, spiritual budaya, finansial, fisik infrastruktur, sumber
daya informasi, dan jaringan.

Kriteria berikut adalah kegiatan melibatkan wisatawan
untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan perdesaan atau
ada interaksi langsung antara wisatawan dengan penduduk
lokal. Kegiatan bertani, berkebun, beternak yang merupakan
aktivitas sehari-hari penduduk desa dapat menjadi atraksi
wisata. Wisatawan belajar dan merasakan langsung untuk
hidup dan bekerja sebagaimana orang desa.

Interaksi langsung juga dibangun di tempat menginap
yaitu homestay. Homestay harus memadai yang berarti rapi,
bersih dan memiliki kamar mandi sesuai standar kesehatan.
Homestay pada desa wisata dimaknai sebagai rumah yang
dihuni penduduk lokal. Setiap homestay menyediakan satu
kamar untuk ditinggali wisatawan, sedangkan pemilik me-
nempati kamar lain di dalam rumah yang sama.

Kegiatan rekreasi berorientasi pada kegiatan luar ru-
ang (outdoor recreation) yang umumnya untuk menikmati
keindahan alam yang dapat berupa sungai, air terjun, gu-
nung, pantai, dan hutan. Namun desa wisata juga menyedia-
kan keunikan budaya masyarakat dengan menyuguhkan
kesenian tradisional. Desa wisata harus menghargai dan
menjaga budaya lokal. Konsekuensi dari keberadaan desti-
nasi wisata adalah hadirnya wisatawan dari luar desa yang
memiliki budaya berbeda. Maka desa wisata harus mampu
melindungi kearifan lokal desa sehingga tidak berubah ka-
rena pengaruh luar. Wisatawan harus mendapat pemaham-
an tentang perbedaan tersebut dan diminta mengikuti kebia-
saan setempat.

Akses yang memadai untuk menuju maupun di dalam
desa wisata perlu pula mendapat perhatian. Keselamatan
merupakan hal utama dalam kegiatan wisata, maka desa wi-
sata harus memiliki layanan khusus dan kemampuan mence-
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gah/mengatasi timbulnya bahaya atau kecelakaan. Pemba-
ngunan desa wisata memerlukan dukungan keterlibatan se-
luruh pemangku kepentingan dibidang pariwisata ditingkat
desa maupun di atasnya. Dukungan masyarakat dapat di-
tumbuhkan melalui penanaman kesadaran wisata. Untuk itu
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) perlu ada terlebih da-
hulu sebelum terbentuk desa wisata. Pokdarwis memiliki
peran utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat
umum. Selain Pokdarwis, dapat pula dibentuk kelompok-
kelompok lain guna mendukung keberadaan desa wisata.

C. Konsep Desa Wisata Adat Tangguh Bencana

Sebagaimana tercantum pada pedoman umum Desa/Kelu-
rahan Tangguh Bencana (Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012), disebutkan
bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/
kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk ber-
adaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta
memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang
merugikan.

Desa tangguh bencana bukan hanya dalam kaitan ben-
cana alam, namun saat ini telah juga harus mampu men-
cegah penyebaran virus Corona ke wilayah desa. Berdasar-
kan Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020
tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya
Tunai Desa, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan
agar Desa Tangguh COVID-19 dapat mempertahankan per-
ekonomian dan menjaga kesehatan masyarakat yaitu antara
lain membentuk relawan, membuat protokol pencegahan
dan penanganan COVID-19, serta menggunakan dana desa
untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan bantuan
warga (masterplandesa.com).
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Saat ini, diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia
sedang menghadapi cobaan yang berat yaitu adanya COVID-
19. Mengingat COVID-19 merupakan salah satu virus yang
dapat menyebabkan kematian, maka pencegahan harus di-
lakukan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang, Desa
Adat Tangguh Bencana dapat digunakan masyarakat untuk
menghadapi COVID-19.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, instalasi Desa Adat Tangguh Bencana
merupakan upaya untuk melakukan Upaya Kesehatan dalam
bentuk pencegahan penyakit. Upaya Kesehatan berdasar
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serang-
kaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi
dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkat-
kan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegah-
an penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,
dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masya-
rakat.

Desa Adat Tangguh Bencana merupakan konsep gene-
ric yang memiliki tiga komponen utama yakni basis teori,
level gerakan, dan pola gerakan. Pertama, Desa Adat Tang-
guh Bencana sepenuhnya memanfaatkan teori “social move-
ment” sebagai basis gerakan, “teori of space” sebagai rujukan
untuk penguasaan teritori, “social practices theory” untuk
mengarahkan perilaku orang, serta “progressive leadership
theory” untuk sistem komando. Pada saat bersamaan, Desa
Adat Tangguh Bencana menggunakan prinsip-prinsip dasar
kerja sistem android sehingga semakin banyak ketanggu-
nan-ketangguhan atau Apps diinstalkan, maka semakin tang-
guh sistem karena semakin banyak Apps berarti semakin
banyak orang yang tergantung padanya. Prinsip dasar dan
basis teori ini dioverlapkan hingga menjadi satu kesatuan
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konsep Desa Adat Tangguh Bencana. Dalam konteks per-
lawanan terhadap COVID, sebagaimana sistem pada umum-
nya, maka Desa Adat Tangguh Bencana harus memiliki tiga
pilar utama yakni alat dan prasarana, personel, dan manual
prosedur sekaligus aturan-aturan. Tiga pilar tersebut diken-
dalikan oleh sistem komando, mulai dari Bandesa Adat hing-
ga pemerintah daerah, bahkan hingga presiden. Kenapa de-
mikian, Desa Adat Tangguh Bencana ini dapat menjadi se-
macam tempat mendarat paling bawah dari program-prog-
ram pemerintah nantinya setelah COVID 19 berakhir.

Secara logis, menghadapi bencana COVID 19 tidak
mungkin kita mengandalkan sepenuhnya pada cara seder-
hana sebagaimana yang dilakukan oleh para Bandesa Adat
atau Desa Adat di seluruh Bali saat ini. Perlu rekayasa sosial
yang baik dan efektif sehingga potensi masyarakat lokal
menjadi lebih bermanfaat dan terarah untuk bersama-sama
menghadapi bencana COVID 19 yang berbeda karakternya
dengan bencana biasa. Mensistemkan tiga pilar tersebut
menjadi gerakan lebih masif perlu dioverlapkan dengan pen-
dekatan lain, yakni penguasaan teritory sebagai unsur per-
tahanan dan penegakan tertib sosial sebagai pendekatan ke-
amanan, sementara fungsi pelayanan sosial dikerjakan oleh
pemerintah.

Kedua, level gerakan Desa Adat Tangguh Bencana rata-
rata setingkat Desa Adat karena (1) gangguan (noise) politik
relatif rendah dibanding Banjar, (2) SDM Bandesa relatif
lebih baik dan seragam, (3) Desa Adat masih memiliki sosial
kapital tinggi sehingga mudah digerakan, (4) urusan-urusan
seperti keamanan lingkungan dan pelayanan sosial selama
ini dikelola setingkat Desa Adat, (5) para Bandesa Adat rata-
rata bukan rumah tangga miskin, dan (6) dengan jumlah KK
sekitar 400 hingga 600 maka dapat dijangkau secara per-
sonal langsung tanpa penghubung lagi jika salah satu warga-
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nya ada masalah. Dengan pertimbangan di atas, maka Desa
Adat menjadi level gerakan yang paling efisien karena ada
overlaping antara penguasaan teritori, ketersediaan perso-
nel, dan kepemimpinan, yang ketiganya merupakan hal-hal
dasar yang harus dikelola siapa pun jika membangun prog-
ram atau gerakan social.

Ketiga, pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana me-
rupakan gerakan lokal berjejaring hingga nasional untuk
mendukung gerakan pemerintah dalam menghadapi pande-
mi COVID-19 dalam jangka panjang. Bisa bersamaan men-
dukung PSBB juga bisa sebagai gerakan perlawanan
setelahnya mengingat PSBB tidak serta merta menghentikan
COVID. Desa Adat Tangguh Bencana merupakan kemampu-
an lokal yang terukur dan tersistem guna menghadapi ber-
bagai gangguan keamanan dan pertahanan wilayah yang
berguna untuk menangkal berbagai gangguan dari luar ter-
masuk bencana alam. Mengorganisir satuan sosial tertentu
akan sangat berguna untuk membantu berbagai gerakan
struktural yang dilakukan pemerintah saat ini.

Dengan demikian, Desa Adat Tangguh Bencana akan
sangat membantu masyarakat pada level lokal agar mereka
mampu mengorganisir seluruh sumberdaya yang mereka
miliki menjadi lebih efektif. Meskipun penerjemahannya
akan sangat beragam sesuai dengan potensi kampung ter-
sebut, tetapi secara prinsip fungsi-fungsi koordinasi dengan
sistem diatasnya terjalin sehingga akan menjadi semacam
“akar” serabut struktur satgas diatasnya yang mampu masuk
dalam ke rumah tangga-rumah tangga bahkan individu. Jadi
posisi organisasi Desa Adat Tangguh Bencana ini benar-
benar menjadi kaki paling bawah selain juga unit terkecil
pengendalian masyarakat untuk menghadapi perang pan-
jang melawan corona yang tidak jelas kapan berakhirnya.
Pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana tidak membangun
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struktur baru, hanya menambah personel dari struktur yang
ada dengan skill ketangguhan tertentu, sehingga tidak me-
merlukan waktu lama untuk membangun personel pada
tingkat lapang.

D. Konsep Desa Digital

Sebagaimana diketahui bahwa di Provinsi Bali terdapat Desa
(Desa Dinas) dan Desa Adat. Selama ini pembentukan Desa
Digital diarahkan ke Desa Dinas, padahal Desa Adat juga sa-
ngat perlu dikembangkan menjadi desa digital, karena pe-
ngelolaan pada level Desa Adat juga semakin kompleks. Beri-
kut akan dipaparkan konsep desa digital yang dipedomani
dalam pembentukan desa digital pada kelompok Desa Dinas
yang kiranya dapat diadopsi oleh Desa Adat meskipun tidak
seluruhnya.

Desa digital merupakan konsep program yang mene-
rapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masya-
rakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan
teknologi informasi (Alvaro dan Octavia, 2019). Program ini
bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran
dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa
digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terko-
neksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat di-
gital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-
desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan
evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nan-
tinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlan-
car penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)
sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa
dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks eko-
nomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator pe-
ningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan eko-
nomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan
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memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan
berita, sistem e-commerce serta aplikasi yang sesuai dengan
karakter dan potensi ekonomi ditiap desa.

Pengertian tersebut membuka peluang program pem-
berdayaan masyarakat (termasuk desa wisata) juga dilaku-
kan melalui digitalisasi. Digitalisasi berkaitan erat dengan
proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elek-
tronik melalui media computer dan internet, tanpa menge-
nal batasan waktu dan tempat (Wijaya et al.,, 2013).

Digital tourism atau e-tourism merupakan integrasi an-
tara Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi) dengan industri pariwista. Adapun konsep digital tou-
rism yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informa-
si dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bi-
dang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwi-
sata kepada customers, dan menjadikan penyelenggaraan pe-
masaran pariwisata lebih mudah diakses dalam bentuk tele-
matika (Yanti, 2019).

Fokus dari digital tourism adalah pada penggunaan
teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisata-
wan. Implementasi teknologi ini sudah biasa kita lihat seper-
ti posting-an rekomendasi di situs web wisata, namun ter-
nyata implementasinya lebih banyak, termasuk pencam-
puran dunia nyata dengan konten digital yang dirancang un-
tuk memberikan pengalaman lebih bagi wisatawan (Benyon
et al, 2014). Beberapa bentuk digital tourism digunakan un-
tuk membantu seseorang menemukan akomodasi yang sesu-
ai dengan rencana liburan (Ardissono, et al., 2003), aplikasi
tour guide pada mobile phone/smartphone (Abowd, et al,
1997) atau kemampuan untuk menjelajahi foto liburan de-
ngan mudah dari rumah (Apted et al., 2006). Sehingga dapat
dikatakan bahwa konsep digital tourism ini sesungguhnya
bukan lagi hal yang baru. Hal yang baru dalam konsep digi-
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talisasi adalah melalui penggunaan teknologi untuk mening-
katkan kualitas atau pengalaman wisata (Uriely, 2005), baik
sebelum, selama, dan setelah kunjungan dengan cara lebih
memahami minat, tujuan, dan harapan masing-masing wisa-
tawan sebagai individu yang unik (Benyon, et al., 2014).

Hingga saat ini, pembentukan beberapa desa digital
merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat. Dalam pembentukan desa digital, peme-
rintah daerah mengajukan usulan kepada Kemkominfo seba-
gai pihak yang menyediakan layanan internet. Sebelum ada
program desa digital, telah ada program serupa yaitu desa
broadband terpadu yang dijalankan oleh Kemkominfo bagi
desa-desa yang termasuk dalam daerah Tertinggal, Terde-
pan, dan Terluar (3T). Desa broadband terpadu merupakan
upaya pemerintah menjangkau desa-desa agar dapat me-
manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna me-
ningkatkan kesejahteraannya. Desa Mandalamekar di Kabu-
paten Tasikmalaya dan Desa Rawabiru di Kabupaten
Merauke merupakan contoh dua desa broadband dari 278
yang sudah dibentuk oleh Kemkominfo. Dengan program
desa broadband terpadu, Kemkominfo melalui BAKTI (Ba-
dan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) menye-
diakan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan ka-
rakteristik penduduk, dan pendampingan yang tepat untuk
masyarakat di desa 3T dan lokasi prioritas (LokPri) yang
meliputi desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman
sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memper-
luas akses ke pasar. Melalui penerapan teknologi dan infor-
masi di desa digital diharapkan produktivitas dapat mening-
kat mengikuti kisah sukses desa lainnya dalam penggunaan
internet.
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E. Analisis kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas inte-
lektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada
dasarnya bersifat politis yang dijelaskan sebagai proses
pembuatan kebijakan. Secara lengkap, proses tersebut divi-
sualisasikan sebagai serangkaian tahap yang meliputi: pe-
nyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn,
2003).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dunn (2003) bahwa ter-
dapat lima prosedur umum dalam analisis kebijakan untuk
pemecahan masalah manusia, yaitu; definisi, prediksi, pres-
kripsi, deskripsi, dan evaluasi. Gambar 5 menunjukkan ke-
rangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah.

Kinerja

Kebijakan
erumusan
Masalah

i // &

Hasil -
e
Kebijakan [

=

Kebijakan

Gambar 5. Analisis Kebijakarn yang Berorientasi
pada Masalah
(Sumber: Dunn (2003))
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F. Roadmap penelitian dan preliminary research
Penelitian mengenai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis
Digital (“DEWATA”) di Desa Adat Tegallinggah sangat po-
tensial untuk dijadikan role model dan dikembangkan seba-
gaimana roadmap penelitian dan implementasi pada gambar
6.

“Tingkungan |

Fisik &
_ Wisata Detail Design
dan
R | Pengembangan

Teknologi/ Infrastruktur
Digital I
Identifikasi Potensi
Penyusunan Policy

Implementasi

Penerapan,
dan Evaluasi

R&D

Uji Coba,
Framework

Gambar 6. Roadmap Penelitian

Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Ber-
basis Digital (“DEWATA”) diawali dengan penyusunan policy
framework yang bersifat holistik. Selanjutnya dilakukan ta-
hap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosialisasi dan
persiapan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Sete-
lah itu, tahapan dilanjutkan dengan uji coba implementasi
untuk kemudian dapat dilakukan revisi dan perbaikan pada
sistem dan implementasi pelaksanaan Desa Wisata Tangguh
Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) yang dibangun.

Preliminary research yang telah dilaksanakan sebelum-
nya oleh ketua maupun anggota pengusul dipetakan pada
gambar 7.
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angar Identifikasi Faktor Strategis Pengembangar
dan Keberlanjutan Desa Wisata Bongkasa
Pertiwi Kabupaten Badung (Pendekatan

Analisis SWOT dan MICMAC

Ekonomi dan
Pemberdayaan
Bidang
Pariwisata
Perdesaan

a Padruw esa Adat
Pendanaan Pem. Prov. Bali

Tim Penyusun Naskah Akademil

Kebijakan
Publik
Bidang

Perdesaan

Digitalisasi

Bikul, alat loT untuk
Mempermudah Masyarakat
Bali Dalam Menggunakan

Kulkul

Gambar 7. Pemetaan Preliminary Research Tim Pengusul
yang Terkait Topik

Ketua maupun anggota pengusul telah memiliki rekam
jejak dalam melakukan penelitian di bidang desa wisata, IT,
pemberdayaan masyarakat, serta analisis kebijakan publik.
Selain itu, tim pengusul juga berpengalaman dalam menyu-
sun kajian akademik yang dijadikan dasar penyusunan per-
aturan daerah di Provinsi Bali, seperti penyusunan naskah
akademik Ranperda Provinsi Bali tentang Labda Pacing-
kreman Desa Adat (Lembaga Perkreditan Desa) dan Baga
Utsaha Padruwen Desa Adat (sejenis BUMDes untuk Desa
Adat).
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H‘METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Para ahli memang sering memiliki pandangan berbeda
dalam mengklasifikasikan tipe penelitian. Namun secara
umum, para ahli membedakan atas tipe penelitian eksplo-
ratif (bertujuan menjelajah/to explorate), deskriptif (bertu-
juan menggambarkan/to description), dan eksplanatif (ber-
tujuan menjelaskan/to explain atau menguji/to testing). Pe-
nelitian eksploratif umumnya merupakan tahap awal untuk
penelitian selanjutnya yang lebih sistematik. Metode yang
digunakan juga lebih berorientasi pada eksplorasi dan pene-
muan (discovery oriented) dan tidak bermaksud menguji te-
ori (Mudjiyanto, 2018).

Tipe penelitian eksploratif sering dikatakan sebagai
penelitian pendahuluan dikarenakan tipe penelitian ini men-
coba menggali informasi atau permasalahan yang relatif ma-
sih baru, dimana gejalanya belum pernah menjadi bahan ka-
jian sebelumnya. Tujuan penelitian eksploratif umumnya
adalah untuk: (1) memposisikan penelitian lebih dekat de-
ngan suatu gejalan sosial mendasar; (2) mengembangkan
pengalaman mengenai gejala sosial yang terjadi di masya-
rakat; (3) menghasilkan ide dan mengembangkan teori-teori
tentative yang mampu memprediksi terjadinya gejala sosial;
(4) menentukan kelayakan untuk dapat melakukan riset
tambahan atau lanjutan; (5) merumuskan pertanyaan dan
menemukan masalah-masalah untuk dapat diselidiki secara




lebih sistematis; dan (6) mengembangkan teknik dan arah
bagi penelitian selanjutnya (Martono, 2014).

Latar belakang penelitian menguraikan permasalahan
yang telah diperoleh secara eksporatif. Selanjutnya perma-
salahan tersebut diidentifikasi dan menjadi dasar perumus-
an tujuan penelitian. Selanjutnya data dikumpulkan, Diana-
lisis, dan hasilnya diinterpretasi untuk menyusun simpulan
dan rekomendasi hasil. Rekomendasi terutama diarahkan
pada penyusunan referensi kebijakan serta arah/road map
penelitian selanjutnya. Secara garis besar, penelitian ini di-
lakukan berdasarkan rancangan penelitian sebagaimana
gambar 8 berikut.

Identifikasi
Masalah

Tujuan

Pengum- y y A
pulan Kuesioner ‘ ‘ Wawancara ‘ ‘ FGD
Data

4 Y \ 4
Analisis Analisis Analisis Analisis
Data Deskriptif Kebijakan Prospektif
| |

I 1
\/

’ Interpretasi Hasil ‘

v

‘ Simpulan ‘

v

‘ Rekomendasi
Praktis dan Teoretis

Gambar 8. Rancangan Penelitian
(Sumber: Olahan Peneliti (2021))
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B. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah digambarkan pada gambar 8 di mana

terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan da-

lam penelitian ini.

a. Kuesioner, merupakan suatu teknik pengumpulan infor-
masi yang memungkinkan analisis untuk mempelajari
sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa
orang utama di dalam organisasi atau sistem yang ter-
pengaruh oleh sistem yang sudah ada atau akan diajukan.
Umunya kuesioner dibuat dalam bentuk daftar perta-
nyaan, yang umumnya sudah tertulis, sehingga pengum-
pulan data dapat efektif dan efisien (Etikan dan Bala,
2017). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada
pengelola wisata, terutama terkait dengan potensi wisata
setempat.

b. Wawancara, merupakan situasi berhadapan antara inter-
viewer dengan interviewee untuk menggali informasi
(yang umumnya kualitatif) sehingga memperoleh data de-
ngan minimum bias dan maksimum efisiensi (Singh,
2002; Ryan, et al., 2009). Lebih lanjut Singh (2002) juga
menjelaskan bahwa wawancara diklasifikasikan atas wa-
wancara formal dan wawancara informal, di mana pene-
litian ini lebih condong menggunakan tipe wawancara
informal. Mengingat karena wawancara informal sifatnya
lebih fleksibel dan interviewer dapat menggali data lebih
dalam sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih ba-
nyak, meskipun ada kemungkinan pengaruh pendapat
pribadi (Hakim, 2013). Wawancara untuk pengumpulan
data pada penelitian ini dilakukan utamanya dengan
stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal Desa
Adat Tegallinggah.

c. FGD (Focus Group Discussion), merupakan bentuk diskusi
yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai
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keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, serta
pengalaman yang dikehendaki peserta (Paramita dan
Kristiana, 2013). Dijelaskan pula oleh Krueger (1988)
bahwa karakteristik FGD yaitu; (1) peserta memiliki kesa-
maan ciri; (2) proses pengumpulan data kualitatif; (3)
menggunakan topik terfokus. FGD untuk proses pengum-
pulan data pada penelitian ini dilakukan sesuai topik pe-
nelitian dengan melibatkan perwakilan masyarakat, pe-
ngelola desa wisata (pokdarwis), prajuru adat, Perbekel
Desa Bedulu, akademisi/pakar bidang TIK (teknologi, in-
formasi, dan komunikasi), Dinas Pariwisata Kabupaten
Gianyar, serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana
Daerah) Provinsi Bali.

C. Teknik Analisis Data
1. Metode Pemberdayaan

Secara umum, metode penelitian ini menggunakan me-
tode pemberdayaan masyarakat maupun pendekatan
analisis kebijakan. Metode pemberdayaan yang diguna-
kan adalah metode RRA (Rapid Rural Appraisal) maupun
PRA (Participatory Rural Appraisal). RRA pada awalnya
memang ditujukan untuk menganalisis masalah pariwi-
sata di pedesaan, sedangkan PRA merupakan perkem-
bangan dari metode RRA. Metode PRA mengutamakan
partisipasi aktif dari masyarakat desa (Zakaria, et al.,
2018).

2. Analisis Kebijakan
Menurut Walter Williams dalam Mayasari (2020), analisis
kebijakan merupakan suatu alat untuk mensistesakan in-
formasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan
preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif,
diramalkan dalam Bahasa kuantitatif dan kualitatif seba-
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gai landasan atau penuntuk dalam pengambilan keputus-
an kebijakan. Analisis kebijakan publik yang digunakan
pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif.
Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan trans-
formasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan di-
implementasikan, cenderung menunjukkan cara berope-
rasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi
(Dunn, 2003).

3. Analisis Prospektif (MULTIPOL)

Teknik analis prospektif yang akan digunakan adalah ana-

lisis MULTIPOL. MULTIPOL yang dimaksud adalah

“MULTI-criteria” dan “POLicy” dengan pendekatan inte-

grated participatory. Tiga unsur utama pada analisis

MULTIPOL yaitu scenario, policy (arah kebijakan), actions

yang dijelaskan lebih lanjut pengertiannya oleh Fauzi

(2019).

a. Skenario, merupakan pengembangan terstruktur yang
bisa dilakukan di masa mendatang dimana tujuan da-
pat dicapai.

b. Kebijakan/policy, yaitu strategi yang diperlukan untuk
mendukung skenario.

c. Program kegiatan/actions, dikenal juga dengan policy
measures atau cara untuk mencapai tujuan yang me-
rupakan potensi intervensi yang ditujukan untuk im-
plementasi kebijakan.

Jalur potensial kebijakan yang dapat disusun atas
ketiga unsur utama melalui analisis MULTIPOL sebagaimana
ditampilkan pada gambar 9. Selanjutnya dapat dijelaskan
langkah-langkah dalam analisis MULTIPOL yang terdiri dari
lima tahap, sebagaimana gambar 10. Tahap/blok pertama
dan kedua yaitu penentuan skenario, actions, policy, kriteria,
serta bobot, di mana tahap ini menggunakan pendekatan
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partisipatif. MULTIPOL menggunakan bobot yang berbeda
untuk tiga unsur utama tersebut. Hal inilah yang mem-
bedakan MULTIPOL dengan pendekatan multi kriteria lain-
nya. Tahap berikutnya (blok ketiga sampai blok kelima)
merupakan blok perangkan MULTIPOL, di mana software
yang akan menentukan hierarki tindakan (actions).
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Gambar 9. Jalur Potensial Kebijakan (Hierarchy Policy)
(Sumber: Fauzi (2019))
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Gambar 10. Tahapan Penggunaan MULTIPOL
(Sumber: Fauzi (2019))
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HASIL
BN IDAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terkait Pengembangan Desa Adat sebagai
“DEWATA”

Tinjauan hukum terkait dengan topik penelitian, meliputi:
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepari-
wisataan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepa-
riwisataan Nasional; (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Selain itu, tinjauan
hukum juga perlu dilakukan atas aturan/norma Desa Adat
(awig-awig dan/atau perarem) lokus, dalam hal ini adalah
Desa Adat Tegallinggah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepari-
wisataan

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendo-
rong pemerataan kesempatan beruaha dan memperoleh
manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisa-
taan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

3. menghapus kemiskinan;
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mengatasi pengangguran;

melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
memajukan kebudayaan;

mengangkat citra bangsa;

mempupuk rasa cinta tanah air;

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan

10. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan

meliputi:

1.

u

menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai
pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan
hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,
hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan
antara manusia dan lingkungan;

. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya,

dan kearifan lokal;

. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,

kesetaraan, dan proporsionalitas;

memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
memberdayakan masyarakat setempat;

menjamin keterpaduan antarsekotor, antardaerah, antara
pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik
dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan an-
tarpemangku kepentingan;

mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepa-
katan internasional dalam bidang pariwisata; dan
memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilih-
an, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan
pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang
cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi
daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus
menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwi-
sata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh
desa-desa melalui program desa wisata. Untuk itu, pem-
bangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi
daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui pe-
netapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi
wisata pada umumnya berada di desa.

Dalam penyelenggaraanya kepariwisataan Desa Dinas
ataupun Desa Adat di Bali apabila merujuk pada UU Peme-
rintahan Daerah, kedua tersebut dapat menerima penugasan
dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang meliputi;
penyelenggaraan pemerintahan desa/Desa Adat, pelaksa-
naan pembangunan desa/Desa Adat, pembinaan kemasyara-
katan desa/Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat desa/
Desa Adat sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 106
UU Desa. Kedua bentuk desa tersebut dalam melaksanakan
penugasannya berhak menerima biaya dari pemerintah/pe-
merintah pusat.

Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di ke
seluruhan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali. Namun pada
kenyataanya posisi antara Desa Dinas dan Desa Adat di Bali
masih bias, karena Desa Dinas dan Desa Adat yang keduanya
memiliki eksistesi yang sama kuat di Bali.
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Apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa ben-

tuk desa di Bali sebagai berikut (Pitana, 1994):

1. Satu Desa Dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk
yang sama dengan satu desa adat, misalnya pada bebe-
rapa desa pegunungan, seperti Serahi, Bunutin, Bonyoh,
Manik Lui, ada Abang Songan.

2. Satu Desa Dinas meliputi beberapa desa adat seperti desa
dinas Luwus yang terdiri atas empat desa adat dan desa
dinas mekar sari yang terdiri atas enam desa adat.

3. Satu Desa Adat terdiri atas beberapa desa Dinas, umum-
nya terdapat di deerah perkotaan. Misalnya Desa Adat
Denpasar, terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurah-
an; Desa Adat Buleleng juga terdiri atas beberapa desa
dinas dan kelurahan.

4. Suatu Desa Dinas meliputi beberapa Desa Adat dan
sebagian dari desa adat lainnya. Misalnya kelurahan Ubud
terdiri atas enam desa adat yang sepenuhnya di Ubud,
satu banjar yang berdesa adat ke Peliatan.

Bentuk Desa Dinas dan Desa Adat inilah yang pada
akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab biasnya penge-
lolaan kepariwisataan oleh Desa di Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi srta multi-
disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang
dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masya-
rakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah
daerah, dan pengusaha.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemer-
intah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwi-
sata nasional meliputi:
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1. destinasi pariwisata;

2. pemasaran pariwisata;

3. industri pariwisata; dan

4. kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka
pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan ter-
masuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau
harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional.
Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasi-
onal adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan
wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu
mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasi-
onal ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan
nasional meliputi pembangunan:

1. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah
dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan penda-
patan nasional, daerah dan masyarakat;

2. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertang-
gung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
nusantara dan mancanegara.

3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, meng-
gerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terha-
dap lingkungan alam dan sosial budaya; dan

4. organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan meka-
nisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka
mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan
yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasi-
onal meliputi:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwi-

sata;
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2. mengkomunikasi destinasi pariwisata Indonesia dengan
menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien,
dan bertanggung jawab;

3. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meng-
gerakkan perekonomian nasional; dan

4. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata
kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pemba-
nguna destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan
indutri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah
dan desa harus mengacu kepada visi dan tujuan pemba-
ngunan kepaiwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam
rencana induk kepariwisataan nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
tentang Desa Adat
Pembentukan Perda Desa Adat tidak mengacu pada UU Desa
yang seharusnya apabila mengacu pada Stufenbau Theori,
UU Desa selayaknya dijadikan pedoman dalam pemben-
tukan Perda Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat di Bali dalam
pembentuknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah-
an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk Pasal 236
ayat (4) yaitu bahwa peraturan daerah dapat memuat materi
muatan lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masya-
rakat Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Biro Hukum
Provinsi Bali pada 4 Juni 2019 (Yanti, 2019).

Desa Adat yang sebelumnya didefinisikan dalam Perda
Desa Prakraman sebagai berikut; “Desa pakraman adalah
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali
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yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun te-
murun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa
yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan
sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Kini dalam Perda Desa Adat didefiniskan secara berbeda
sebagai berikut; “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat
hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, su-
sunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tra-
disi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun
temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau
kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Dari kedua definisi
tersebut terdapat beberapa unsur pembeda penting salah
satunya pengaturan atas harta kekayaan milik desa atau
yang disebut dengan istilah Padruwen Desa Adat yang se-
belum tidak diatur dalam Perda Desa Prakraman.

Padruwen Desa Adat merupakan seluruh harta keka-
yaan Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun ma-
teriil. Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil adalah
sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya,
serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan
yang dimaksud Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil
adalah wewidangan Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber da-
ya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional
Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik
Desa Adat, bangunan-bangunan milik Desa Adat, benda-
benda yang bersifat religius magis, keuangan dan sarwa
mulé; dan harta kekayaan materiil lainnya. Dalam penge-
lolaanya Padruwen Desa Adat dilaksanakan berdasarkan ke-
manfaatan bagi Desa Adat dan dilakukan untuk meningkat-
kan kesejahteraan Krama Desa Adat, salah satunya melalui
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pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata sebagai-
mana diatur dalam Pasal 25 Perda Desa Adat.

Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya
menjadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat
telah ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melaku-
kan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata yang
berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Desa
Adat memilki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan
destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama,
tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen
desa adat yang dalam pelaksanaanya melibatkan peran serta
masyarakat desa adat setempat.

Awig-Awig Desa Adat Tegallinggah, Desa Bedulu, Keca-
matan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Awig-Awig Desa Adat Tegallinggah telah ada sejak tahun
1992. Beberapa ketentuan yang antara ain mengatur tentang
kekayaan desa adat (druwe desa).

Perarem Desa Adat Tegallinggah Nomor: 84/DAT/2020
tentang Pengaturan Pencegahan Pengendalian Gering
Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallinggah
Sebagai respons atas pandemi COVID-19, Desa Adat Tegal-
linggah telah menetapkan Perarem tentang Pengaturan Pen-
cegahan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan
Desa Adat Tegallinggah. Ruang lingkup perarem tersebut an-
tara lain:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2. Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat.

3. Satuan Tugas Gotong Royong.

4. Penanganan Kasus Terpapar.

5. Ngeneng Ngening Desa Adat.
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6. Sanksi.
7. Ketentuan Penutup.

B. Analisis Prospektif-MULTIPOL
1. Identifikasi Faktor Input MULTIPOL

Sebagaimana telah dijelaskan pada tahapan analisis MUL-
TIPOL, bahwa pada tahap awal (partisipasi), akan diten-
tukan faktor input melalui FGD. Faktor input yang diten-
tukan meliputi skenario, policies, actions, dan kriteria
evaluasi. Adapun faktor input yang telah teridentifikasi
untuk penelitian ini disajikan pada tabel 1 sampai dengan
tabel 4.

Tabel 1. Policy Pengembangan Desa Adat
sebagai “DEWATA”

No | Policies Simbol Deskripsi

1. | Desa tagana | Desa adat yang tangguh
Tangguh dalam menghadapi bencana
Bencana akibat pandemi COVID-19

2. | Desa dewi | Desa adatyang
Wisata mengorganisir kegiatan

wisata di daerahnya dengan
partisipasi masyarakat.

3. | Desa Digital | digides | Desa adat yang mampu
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

4. | Integrasi dewata | Bentuk integrasi antara
“DEWATA” pengembangan Desa Adat
sebagai desa wisata tangguh
bencana berbasis digital
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Tabel 2. Program (Actions) Pengembangan Desa Adat

Sebagai “DEWATA”

No Actions Simbol
1. | Penataan obyek/daya tarik wisata tour.obj
2. | Pembangunan dan penguatan vil.infra

infrastruktur perdesaan
3. | Pengembangan dan peningkatan ict
jaringan informasi
4. | Penguatan unit usaha masyarakat smme
perdesaan

5. | Peningkatan skill masyarakat dalam tour.skill
bidang pariwisata

6. | Pemberdayaan kelompok masyarakat | empower

7. | Peningkatan pengetahuan masyarakat | mitigation
dalam mitigasi bencana

8. | Peningkatan literasi digital masyarakat | dig.liter

Tabel 3. Kriteria Evaluasi Pengembangan Desa Adat

sebagai “DEWATA”

Tujuan Kriteria Bobot | Simbol
Pengembangan|1.| Peningkatan 6 income
ekonomi Pendapatan

2.| Peningkatan Daya 5 comptv
Saing
Kohesi sosial |3.| Penyerapan 5 employ
Tenaga Kerja
4.| Tumbuhnya Usaha 5 business
Baru
Perlindungan |5.| Kelestarian 5 envirm
lingkungan Lingkungan
Aksesibilitas  |6.| Peningkatan 4 infrast
Infrastruktur
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Pelestarian 7.| Adanya 4 Event
Budaya Event/Paket
Wisata

Tabel 4. Skenario Pengembangan Desa Adat
sebagai “DEWATA”

No | Skenario | Simbol Deskripsi

1. | Supply Side SS Skenario pembangunan
perdesaan berbasis supply
side lebih menekankan
investasi pada sumber daya
manusia, penelitian dan
pengembangan, serta
pembentukan modal atau
capital formation (Fauzi,

2019).
2. | Demand DS Skenario pembangunan
Side perdesaan berbasis demand

side lebih ditekankan pada
injeksi ekonomi berupa dana
transfer maupun belanja
publik. Dengan kata lain,
demand side merupakan
pendekatan Keynesian dalam
skenario pembangunan
perdesaan (Deaton dan
Nelson, 1992 dalam Fauzi,
2019).
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2. Output Analisis MULTIPOL

Tabel 4.5 menyajikan hasil analisis MULTIPOL berdasar-
kan skor untuk setiap kebijakan dan rerata skor, serta
simpangan baku yang diperoleh. Rerata skor mengukur
keragaan secara keseluruhan setiap actions terhadap poli-
¢y, sementara nilai simpangan baku menunjukkan sen-
sitivitas dari setiap actions terhadap policy (Stratigea, et
al., 2013). Fauzi (2019) menjelaskan bahwa keragaan
yang terbaik ditunjukkan oleh rerata yang tinggi dan sim-
pangan baku yang rendah, di mana kedua indikator ini
akan ditunjukkan oleh posisi dari action dalam hierarki.
Perlu diperhatikan bahwa dalam MULTIPOL, semakin
tinggi angka posisi maka semakin baik angka keragaan
action tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ac-
tions yang memiliki simpangan baku yang relatif tinggi
juga memiliki posisi yang relatif baik, selama ditunjang
oleh skor yang tinggi untuk policy tertentu.

Tabel 5. Evaluasi Berdasarkan Actionsdan Policy

Policy Nilai
_ rerat Simpa-
Action | Desa L] Desa In tegrasi d ngan P.O:
Wisata Tangguh Digital DEV:/AT (Mea baku | SISt
Bencana A n
value)
tour.obj | 13,2 13,8 12,3 12,9 13,1 0,5 7
vilinfra | 12,5 15,1 12,2 12,9 13,1 1 8
ict 12,2 10,7 13,2 12,5 12,2 0,9 6
smme 11,7 8,8 12,2 11,6 11,2 1,2 4
tour.skill | 12,7 9,8 12,5 12,1 11,9 1,1 5
empower| 10,2 11,3 9,9 10,2 10,4 0,5 2
mitigation| 6,5 11,4 6,6 7,5 7,9 1,9 1
digliter | 11,8 8,9 12 11,4 11,4 1,2 3
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Sebagaimana terlihat pada tabel 5, skor tertinggi di-
peroleh pada kegiatan pembangunan dan penguatan infra-
struktur perdesaan, penataan obyek/daya tarik wisata, di-
ikuti oleh kegiatan pengembangan dan peningkatan jaringan
informasi. Sedangkan skor terkecil adalah pada ke-giatan pe-
ningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana,
di mana nilai simpangan bakunya juga paling tinggi. Selan-
jutnya gambar 11 menyajikan hasil analisis MULTIPOL da-
lam bentuk closeness map atau peta kedekatan antara prog-
ram (actions) dan kebijakan (policy).

Action/policy doseness map

i

tour skl

q

VO AL HOSdI

it

Gambar 11. Keterkaitan Policy dan Action (Closeness Map)

Ket.:

Tagana = Desa Tangguh Bencana;
dewi = Desa Wisata;

digides = Desa Digital;
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dewata = Integrasi “DEWATA”;
tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;

vilinfra =pembangunan dan penguatan infrastruktur
perdesaan;

ict = pengembangan dan peningkatan jaringan
informasi;

smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;

tour.skill =peningkatan skill masyarakat dalam bidang
pariwisata;

empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;

mitigation =peningkatan pengetahuan masyarakat dalam
mitigasi bencana;

dig.liter = peningkatan literasi digital masyarakat.

Berdasarkan gambar 11, terlihat bahwa program pena-
taan obyek/daya tarik wisata dan peningkatan skill masya-
rakat dalam bidang pariwisata dekat dengan kebijakan desa
wisata. Selanjutnya program pengembangan dan pening-
katan jaringan informasi dekat dengan kebijakan desa digi-
tal. Sedangkan program peningkatan literasi digital masya-
rakat dan penguatan unit usaha masyarakat perdesaan lebih
cenderung dekat dengan kebijakan integrasi “DEWATA”.
Terakhir adalah program peningkatan pengetahuan ma-
syarakat dalam mitigasi bencana, pembangunan dan pe-
nguatan infrastruktur perdesaan; serta pemberdayaan ke-
lompok masyarakat dekat dengan kebijakan desa tangguh
bencana.

Fitur khas lainnya dari output analisis MULTIPOL ada-
lah profile map yang menghubungan skor untuk setiap prog-
ram (actions) dengan kebijakan (policy), sebagaimana disa-
jikan pada gambar 12.
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Gambar 12. Profile Map Pengembangan
Desa Adat Sebagai “DEWATA”
Keterangan:
tagana = Desa Tangguh Bencana;
dewi = Desa Wisata;
digides = Desa Digital;
dewata = Integrasi “DEWATA”;
tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;
vilinfra =pembangunan dan penguatan infrastruktur
perdesaan;
ict =pengembangan dan peningkatan jaringan
informasi;
smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;
tour.skill =peningkatan skill masyarakat dalam bidang
pariwisata;

empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;

mitigation= peningkatan pengetahuan masyarakat dalam
mitigasi bencana;

digliter = peningkatan literasi digital masyarakat.
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Gambar 12 menunjukkan bahwa program penataan
obyek/daya tarik wisata unggul pada kebijakan desa wisata.
Sedangkan program pembangunan dan penguatan infra-
struktur perdesaan unggul pada kebijakan desa tangguh
bencana. Sementara program pengembangan dan peningkat-
an jaringan informasi unggul pada kebijakan desa digital.
Pada kebijakan integrasi “DEWATA”, program penataan
obyek/daya tarik wisata serta program pembangunan dan
penguatan infrastruktur perdesaan sama-sama unggul (nilai
yang sama). Program dengan posisi terkahir pada kebijakan
desa wisata, desa digital dan integrasi “DEWATA” adalah
program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam miti-
gasi bencana. Sedangkan pada kebijakan desa tangguh ben-
cana diketahui bahwa program penguatan unit usaha ma-
syarakat pedesaan yang berada pada posisi terbawabh.

Tabel 6 dan gambar 13 menyajikan skor setiap policy
terhadap skenario.

Tabel 6. Skor Kebijakan terhadap Skenario

Skenario [Skenario Nilai |Simpang-
Policy |Demand | Supply Posisi
, . rerata| an baku
Side Side
Desa 13 14,4 13,7 0,7 1
Wisata
Desa 17,2 13,2 15,2 2 4
Tangguh
Bencana
Desa 13,6 15,1 14,3 0,7 3
Digital
Integrasi 14 14,6 14,3 0,3 2
“DEWATA”
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Gambar 13. Profile Mapuntuk Policy Terhadap Skenario

Keterangan:
SS = supply side;
DS = demand side;

tagana = Desa Tangguh Bencana;
dewi =Desa Wisata;

digides = Desa Digital;

dewata = Integrasi “DEWATA”.

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 13 diketahui bahwa
kebijakan desa tangguh bencana dan integrasi “DEWATA”
unggul pada skenario demand side. Sedangkan pada
skenario supply side, kebijakan yang unggul adalah desa di-
gital dan integrasi “DEWATA”. Jika dilihat dari rerata kedua
skenario, maka posisi terbaik diperoleh pada kebijakan desa
tangguh bencana namun nilai simpangan bakunya paling
tinggi, baru kemudian kebijakan integrasi “DEWATA” yang
nilai simpangan bakunya paling rendah.

Hasil dan Pembahasan H
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C. Pembahasan (Potential Policy Path)

Keseluruhan hasil analisis MULTIPOL dapat disajikan dalam
bentuk potensi jalur kebijakan (potential policy path) yang
dapat dicapai dengan program yang sesuai untuk kebijakan
dan skenario tertentu (Panagiotopoulou dan Stratigea,
2014). Gambar 14 berikut menyajikan potensi jalur kebijak-
an yang dapat ditempuk melalui berbagai program untuk
pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh ben-
cana berbasis digital.

ict; tour skill; tour obj; vil.infra; smme;
dig liter, empower; mitigation

A

« Desa Digital

Integrasi ~ _ Tour obj; vil infra; ict; tour skill; smme;
-7l DEWATA | dig liter; empower; mitigation

Supply Side +

i Integrasi <, Tourobj; vilinfra; ict; tour skill; smme;

- DEWATA dig liter; empower; mitigation
stk ict; tour skill; tour obj; vil.infra; smme;

- Deeiptl. dig liter, empower; mitigation

. Tour.obj; tour.skill; vil.infra; ict; dig liter;
smme; empower; mitigation

Gambar 14. Potensi Jalur kebijakan (Potential Policy Path)
Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh
Bencana Berbasis Digital (DEWATA)

Keterangan:

tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;

vilinfra = pembangunan dan penguatan infrastruktur
perdesaan;
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ict =pengembangan dan peningkatan jaringan

informasi;
smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;
tour.skill =peningkatan skill masyarakat dalam bidang
pariwisata;

empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;

mitigatio = peningkatan pengetahuan masyarakat dalam
mitigasi bencana;

digliter = peningkatan literasi digital masyarakat.

Untuk kebijakan desa digital dan integrasi “DEWATA”
unggul pada skenario supply side. Sedangkan pada skenario
demand side, kebijakan desa tangguh bencana dan integrasi
“DEWATA” yang diunggulkan. Secara lebih detail, pada tiap
kebijakan juga dapat dilihat program (actions) yang unggul
pada masing-masing kebijakan. Seperti pada kebijakan desa
tangguh bencana, dimana program pembangunan dan pe-
nguatan infrastruktur perdesaan; penataan obyek/daya ta-
rik wisata; dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam
mitigasi bencana yang diunggulkan. Selanjutnya pada kebi-
jakan integrasi “DEWATA”, program yang diunggulkan ber-
turut-turut adalah penataan obyek/daya tarik wisata; pem-
bangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; serta pe-
ningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata. Se-
dangkan program penataan obyek/daya tarik wisata; pe-
ningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta
pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan ung-
gul pada kebijakan desa wisata. Adapun program yang ung-
gul pada kebijakan desa digital adalah pengembangan dan
peningkatan jaringan informasi; peningkatan skill masya-
rakat dalam bidang pariwisata; serta penataan obyek/daya
tarik wisata.

Hasil dan Pembahasan H
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H‘PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, serta

sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan

simpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya men-
jadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat telah
ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melaku-
kan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata
yang berdasarkan hak asal usul. Desa Adat memilki ke-
wenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi
wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi,
seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen desa
adat yang dalam pelaksanaanya melibatkan peran serta
masyarakat desa adat setempat. Sehingga secara garis
besar, dapat dikatakan bahwa Desa Adat dapat dikem-
bangkan sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis
digital, selain karena adanya kewenangan yang telah di-
atur, juga adanya Anggaran Pendapatan dan Desa Adat
(APBDesa Adat) yang memungkinkan Desa Adat mengim-
plementasikan program untuk pemberdayaan dan kese-
jahteraan krama/masyarakat Desa Adat.

2. Terdapat empat kebijakan yang ditentukan dalam pe-
ngembangan desa wisata tangguh bencana berbasis digi-
tal (DEWATA), yaitu kebijakan desa wisata, desa tangguh
bencana, desa digital, dan integrasi “DEWATA”. Adapun
actions (program kegiatan) yang diidentifikasi untuk im-




plementasi kebijakan tersebut meliputi: (1) penataan
obyek/daya tarik wisata; (2) pembangunan dan pengu-
atan infrastruktur perdesaan; (3) pengembangan dan
peningkatan jaringan informasi; (4) penguatan unit usaha
masyarakat perdesaan; (5) peningkatan skill masyarakat
dalam bidang pariwisata; (6) pemberdayaan kelompok
masyarakat; (6) peningkatan pengetahuan masyarakat
dalam mitigasi bencana; dan (7) peningkatan literasi di-
gital masyarakat.

3. Potential policy framework yang disusun berdasarkan out-
put analisis MULTIPOL menunjukkan bahwa pada kebi-
jakan desa tangguh bencana, di mana program pemba-
ngunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; penataan
obyek/daya tarik wisata; dan peningkatan pengetahuan
masyarakat dalam mitigasi bencana yang diunggulkan.
Selanjutnya pada kebijakan integrasi “DEWATA”, prog-
ram yang diunggulkan berturut-turut adalah penataan
obyek/daya tarik wisata; pembangunan dan penguatan
infrastruktur perdesaan; serta peningkatan skill masya-
rakat dalam bidang pariwisata. Sedangkan program pena-
taan obyek/daya tarik wisata; peningkatan skill masya-
rakat dalam bidang pariwisata; serta pembangunan dan
penguatan infrastruktur perdesaan unggul pada kebijak-
an desa wisata. Adapun program yang unggul pada kebi-
jakan desa digital adalah pengembangan dan peningkatan
jaringan informasi; peningkatan skill masyarakat dalam
bidang pariwisata; serta penataan obyek/daya tarik wis-
ata.
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B. Saran

Terdapat beberapa hal yang direkomendasikan sebagai tin-

dak lanjut dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah disarankan untuk dapat merancang
program pengembangan “DEWATA” khususnya bagi Desa
Adat di Bali. Tentunya sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan serta hukum atau norma adat yang ber-
laku. Pendekatan program berbasis desa adat sangat
berpeluang untuk sukses diimplementasikan di Provinsi
Bali mengingat karakter masyarakat Bali yang aktivitas-
nya dalam berbagai sendi kehidupan masih lekat dengan
unsur adat.

2. Bagi Desa Adat di Bali dapat makin mengoptimalkan
identifikasi serta pengembangan pemanfaatan padruwen
serta potensi Desa Adat, seperti dalam hal pariwisata.
Selain itu, penggunaan APBDesa Adat dapat diarahkan
(refocusing dan realocating) tidak hanya untuk kegiatan
adat dan agama, tetapi juga kegiatan pemberdayaan un-
tuk pemajuan Desa Adat serta bermuara pada kesejah-
teraan masyarakat/krama desa adat.

3. Sebagai bentuk implementasi, diperlukan penelitian un-
tuk tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosi-
alisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infrastruk-
tur digital. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan uji
coba implementasi untuk kemudian dapat dilakukan revi-
si dan perbaikan pada sistem dan implementasi pelak-
sanaan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital
(“DEWATA”) yang dibangun.

4. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk meng-
analisis kemungkinan penerapan keempat kebijakan yang
telah dibahas pada penelitian ini. Salah satu contoh ben-
tuk analisis yang dapat dilakukan adalah melalui teknik
analisis SMIC-Prob (lengkapnya SMIC-PROB-EXPERT)

Penutup n




yang merupakan analisis prospektif berbasis peluang.
Sehingga melalui analisis SMIC-Prob dapat dilakukan pe-
nilaian kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu
kejadian, dalam hal ini adalah implementasi kebijakan.
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